Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

—

KOTA TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan
tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, perlu
mengatur ketentuan mengenai pembatasan pelaksanaan
perjalanan dinas dengan mengubah Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di LingkunganPemerintah
Kota Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kota Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5603);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor174);

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 38 dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat
Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota
Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7), diubah sebagai
berikut :



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 38

Pihak lain selain Pejabat Negara dan Pegawai di
lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan
perjalanan dinas sepanjang tujuan perjalanan dinas
berkaitan dengan kepentingan negara/daerah.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh :

a. Pegawai Negeri bukan Pegawai Daerah dan/atau
anggota TNI/POLRI;

b. Masyarakat; dan
c. Pengemudi Non PNS.

Biaya Perjalanan dinas bagi Pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri bukan Pegawai Daerah dan/atau
anggota TNI/POLRI diberikan biaya perjalanan dinas
berdasarkan standar biaya yang berlaku di lingkungan
pemerintah daerah sesuai golongan atau berdasarkan
penyetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. Masyarakat digolongkan dalam Pelaksana SPD Tingkat
C; dan

c. Pengemudi Non PNS diberikan biaya perjalanan dinas
berdasarkan standar biaya yang berlaku di lingkungan
pemerintah daerah.

Surat Tugas dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :

a. Pegawai Negeri bukan Pegawai Daerah dan/atau
anggota TNI/POLRI oleh Pejabat yang berwenang di
lingkungan instansinya;

b. Masyarakat secara perorangan oleh PA/KPA;

c. Masyarakat yang mewakili lembaga/organisasi oleh
pimpinan atau yang berwenang pada lembaga atau
organisasi tersebut; dan

d. Pengemudi Non PNS oleh PA/KPA.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 9



